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KATA PENGATAR 
Dalam skripsi ini penulis hendak menguraikan, membahas, dan menganalisis 
persoalan yang saat ini menjadi diskusi di kalangan akademisi dan masyarakat, yaitu 
berkaitan dengan ketaatan hukum terhadap angkutan umum kota salatiga (angkota). 
Ketaatan hukum terhadap angkutan umum sangat menarik di kaji dan di diskusikan. 
Pembahasan yang terkait dengan persoalan tersebut akan penulis tuangkan dalam 
beberapa bab di skripsi ini. 
Dalam rangka mewujudkan ketaatan hukum terhadap angkutan umum kota 
salatiga telah diupayakan berbagai macam tindakan yang dilakukan oleh Dinas 
Perhubungan Kota Salatiga. Namun dalam mengatasi persoalan tersebut terdapat 
hambatan yang salah satunya perekonomian. 
Untuk itu penulis akan mengulas sejauh mana ketaatan hukum terhadap 
angkutan umum kota salatiga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ABSTRAK 
Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan 
pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan 
pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan 
selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan.Perlidungan 
hukum ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 
perlindungan kepada penumpang atau konsumen yang menggunakan jasa dari para 
pelaku usaha guna untuk melindungi dari hal yang tidak di inginkan.  
Angkutan Umum adalahsalah satu media transportasi yang digunakan 
masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif. Angkutan umum merupakan 
lawan kata dari kendaraan pribadi Sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, 
banyak orang yang mampu membeli kendaraan pribadi. Banyak alasan untuk memiliki 
kendaraan pribadi, antara lain karena masalah privasi dan kenyamanan. Namun dibalik 
kebaikannya, kepemilikan kendaraan pribadi terlalu banyak juga menimbulkan banyak 
masalah.  
Permasalahan Penelitian ini adalah “Peranan Pemerintah Kota Salatiga Dalam 
Meningkatkan Ketaatan Hukum Pemilik Angkutan Umum Kota (angkota) Dalam 
Melakukan Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor”. Jenis penulisan pada skripsi ini 
adalah Normatif yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang 
lengkap dari study kepustakaan maupun teori-teori hukum, jenis empiris yang 
mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas 
hukum dan juga hasil dari wawancara. Hasil penelitian dan Pembahasan menjelaskan 
bahwa bagaimana bentuk dari perlindungan hukum bagi penguna jasa angkutan umum. 
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